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SURAT TUGAS
Nomor : ST/ /32 [X1/2025/FH-UBJ

Tentang
PENUNJUKAN PEMAKALAH KONFERENSI NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang . Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Acara
Perdata VIl & Upgrading Hukum Acara Perdata dengan tema, " Tranformasi
Hukum Penyelesaian Sengketa dan Cara Berhukum di era Digital, yang
diselenggarakan maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai
Pemakalah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat -1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.

MENUGASKAN :

Kepada : SRI WAHYUNI, S.H., M.H.
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Untuk - 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemakalah dalam Kegiatan Tranformasi
Hukum Penyelesaian Sengketa dan Cara Berhukum di era Digital, yang
dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu - Jumat, 19- 21 November 2025
Pukul : 08:00 WIB - selesai
Tempat - Univerisitas Kristen Indonesia

2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakuitas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

- Jakarta
. ¥ November 2025

Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650
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sebagai PEMAKALAH dalam
KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VIII
& UPGRADING HUKUM ACARA PERDATA

“Transformasi Hukum Penyelesaian Sengketa dan Cara Berhukum di Era Digital”
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 19-21 November 2025

Ketua Sekjen Adhaper
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PEMBAGIAN CHAMBER
&
PETUNJUK PENGUMPULAN BAHAN PRESENTASI
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Presenter
di-
Tempat

Dengan Hormat,
Untuk memudahkan jalannya sesi presentasi/Paraller Session, maka dimohon kepada para
presenter/Pemakalah mengikuti petunjuk sebagai berikut:
1. Para Pemakalah/Presenter wajib mempresentasikan makalah/paper yang telah
dikumpulkan pada panitia melalui Link yang telah disediakan;
2. Para Pemakalah/Presenter menempati Chamber masing-masing sebagai mana terlampir;
3. Para Pemakalah/Presenter mengumpulkan Bahan Presenteri (PPT) melalui Link yang telah
disediakan pada masing-masing Chamber (Scan Barcode/Salin Link);
4. Bagi Pemakalah/Presenter yang tidak mengikuti sesi Presentasi, dengan berat hati
makalah/artikelnya dinyatakan gugur dan tidak dapat direkomendasikan pada jurnal luaran
yang tersedia;

Demikian Pembagian Chamber dan Petunjutk Pengumpulan Bahan Presentasi ini kami sampaikan,

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.
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Chamber 4: https://bit.ly/47XBbgb
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Fakultas Hukum Univenistas Bhayangkara Jakarta Raya

Beberapa data putusan BPSK yang dilakukan
upaya hukum ke Pengadilan Negeri, kemudian

ANALISIS YURIDIS UPAYA dibatalkan, antara lain:
=2 Y HUKUM TERHADAP PUTUSAN
( B P S K Y A N G D | B A TA l_ K A N O L E H Pengadilan Negen Cramis Pengadilan Negen Bale Bandung Pengadilan Negen Tasibumalaya

N PENGADILAN NEGERI PERIHAL
4 S e SENGKETA PERJANJIAN KREDIT
PADA BANK

Sri Wahyuni, Efa Laela Fakhriah,
Anita Afnana, Sonyendah

Retnaningsih

 Pengaturan Penyelesaian sengketa konsumen melalui

sy et pabbmimmen oo pren " jalur non litigasi di beberapa kementrian:
BP5K), Turut Tarmahon Keberatan Waswan Herdiana (Pemilik sertifikor tansh yang
Latar Belakang P— ' Pengaturan LAPS SJK tentang penyelesaian sengketa konsumen
T ] DT AT W S T, s I R DTN o e diatur dalam
AU 2 PT Bank Rabyat indone Macan Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang
y. '/ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
ey o ° Pasal-pasal tersebut menjelaskan syarat-syarat sengketa yang bisa
g——- diajukan dan ketentuan jika sengketa tidak memenuhi syarat awal

namun mendapat persetujuan dari OJK.

. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa putusan
BPSK bersifat final (incraht). Namun pada pasal selanjutnya, yaitu
Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan
keberatan ke pengadilan terhadap putusan yang telah dijatuhkan
atau diputuskan oleh BPSK




Dalam praktik peradilan, tidak sedikit putusan BPSK yang
kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri setelah dilakukan
upaya keberatan. Pembatalan tersebut umumnya disebabkan
oleh beberapa alasan hukum, antara lain: BPSK dianggap
melampaui kewenangannya dengan memutus perkara yang
seharusnya menjadi kompetensi absolut pengadilan, BPSK
menetapkan ganti rugi yang melebihi batas yang diatur oleh
undang-undang Perlindungan Konsumen.

T
1%

Ada beberapa Pengertian Konsumen di beberapa kementrian:

Pasal 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK),
konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di
masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Definisi ini
menekankan bahwa konsumen adalah "kensumen akhir"”

Konsumen menurut OJK adalah

pihak yang menempatkan dana dan/atau memanfaatkan layanan lembaga jasa
keuangan, sesuai dengan Pasal 31 UU No. 21 Tahun 2011 yang menjadi dasar POJK
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, seperti POJK 22/2023. Ini
berbeda dari pengertian umum di UU Perlindungan Konsumen, yang merujuk pada
pemakai barang atau jasa secara umum

Permasalahan

Dasar Hukum

01/02/2026
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Pasal 1 angka 2 UUPK memberikan pengertian badan
penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha
dan konsumen. Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai
alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,
dan lembaga ini dibentuk di kabupaten/kota.

Sesuai ketentuan Pasal 52 huruf a UUPK bahwa tugas dan
wewenang BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian
sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrasi atau
konsiliasi. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui
BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2002.

1% [
| !

Dalam konteks BPSK, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diwujudkan
melalui beberapa karakter teknis:

Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen
1. prosedur non-litigasi (mediasi, konsiliasi, atau arbitrase) yang lebih fleksibel diberikan §arana dalam penyelesa]an Sengketa‘ '(_Etentuan
dibanding persidangan formal penyelesaian sengketa konsumen dalam UU PK diatur dalam

2. persyaratan administrasi yang tidak berat sehingga konsumen dapat mengajukan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam pengaturannya
sengketa tanpa harus selalu memakai kuasa hukum dan

3, kewajiban penyelesaian dalam tenggat waktu terbatas yang diatur sehingga dijelaskan bahwa kor'lsurnen yang d“’Ung-aﬂ dapat menggugat
majelis BPSK harus memberikan putusan dalam jangka waktu singkat (misalnya pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen

ketentuan 21 hari kerja dalam peraturan pelaksanaan), sehingga tujuan percepatan atau melalui pengadilan pada sistemn peradilan umum.
dan kepastian putusan dapat tercapai.

4. Kombinasi unsur-unsur ini dirancang untuk menurunkan hambatan akses bagi
konsumen (biaya, waktu, dan kerumitan), sehingga fungsi perlindungan konsumen
lebih mudah diaktualisasikan di lapangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 dan
Pasal 52.




Inti model Amerika Serikat: pilihan forum yang plural
(pengadilan klaim kecil, gugatan perdata biasa, atau
arbitrase), dengan peran regulator yang kuat pada
penegakan hukum administrasi, tetapi penyelesaian hak
individual tetap banyak bergantung pada mekanisme
perdata dan klausul kontraktual.

Inti model Malaysia: tribunal khusus berkekuatan quasi-
yudisial dengan batas nilai yang jelas, prosedur sederhana,
dan jalur eksekusi yang tegas.

Inti model Singapura: kombinasi mediasi institusional yang
kuat dengan tribunal klaim kecil yang efektif, dilandasi
norma perlindungan substantif terhadap praktik niaga yang
tidak adil.

TEORI KEADILAN &
KEPASTIAN HUKUM

ASAS SEDERHANA, CEPAT,
DAN BIAYA RINGAN
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Sri Wahyuni and Partners

Thank You










